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Menimbang : a.

Mengingat :

BUPATI ACEH BtrSAR

PtrRATURAN BUPATI ACEH BtrSAR

NOMOR 58 TAHUN 2Oi7

TENTANG

PROGRAM ACtrI{ BESAR SI]JAHTtrRA

BI SMILLAHI RRAH MANI I{RAHIM

ATAS RAHMAT ALLAFI YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BtrSAR,

bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa
yang harus segera ditanggulangi melalui langkah-langkah
penanganan dan pendekal.an yang sistematik, terpadu
<lan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan
memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak
rnelalui pembangunan inkiusif, berkeadilan, dan
berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang
l:ermartabat;

bahwa daiam upaya penanggulangan kemiskinan dalam
vrilayah Kabupaten Aceh Bcsar perlu dilakukan langkah-
langkah koorciinasi secara t-erpadu lintas pelaku dalam
penyiapan perumusan dan penyelengaraan kebtjakan
Ilenanggulangan kemiskina n ;

tlahwa untuk melakukan penanggulangan kemiskinan
<liperlukan upaya penajaman yang meliputi pendataan,
verifikasi darr validasi data rnasyarakat penerima bantuan
:sosial sesuai basis data tcrpadu yang diterbitkan oleh
Kementerian/ Lemtraga Pemerintah Non Kementerian
terkait berdasarkan kearifan lokal masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Br-rpati tentang Program Aceh
l3esar Sejahtera.

1.lJndang-Undang Nornor 7. (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayrih Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Reput-rlik Indonesia Tahun 1956
l\omor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik
]ndonesia Nomor lO92); \ ,

il,

b.

C.
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2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor i 1 Tahun 2A06 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
.tndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2AO9 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
tndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OIl Notnor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Unrlang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 56791;

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 199);

B. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 3a1);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pendataan dan I'engelolaan Data Penyandang
Masalah Keseiahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan;

10. Qanun Kabupaten Aceh llesar Nomor 1 Tahun 2Ol7
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 20l2-2O17
(Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2Ol7 Nomor 1

Tambahan i,embaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 56).

MBMUTUSKAN :

PBRATURAN BUPATI ACtrH
ACEH BESAR SE.]AHTERA.

BESAR TtrNTANG PROGRAM

h
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Menetapkan :
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah
Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat
hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip l.legara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun i945 yang dipimpin oleh seorang
Bupati.

2., Pemerintahan Kabupatcn adalah penyelenggaraan
urusan pernerintahan vang dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Ralqyat
Kabupaten sesuai ciengan fungsi dan kewenangan
masing-masing.

3, Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disebut Pemerintah Katrupaten Aceh Besar adalah
unsur penyelenggara pernerintahan daerah kabupaten
yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses
demokratis yang dilakukan berdasarkan azas
langsung, Lr.mum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Penanggulanan Kemiskinan adalah kebijakan dan
program Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara
sistematis, terencana, clan bersinergi dengan dunia
trsaha dan masyarakal. untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin daiam rangka meningkatkan derajat
kesej ahteraan masyarakat.

6. Program Aceh Besar Sejahtera yang selanjutnya
disebut PRO-ABES adalah kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah Ihbupaten Aceh Besar, dunia usaha,
serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin melalui bantuan sosial
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha
ekonomi rrrikro dan kecil, serta program lain dalam
rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

7. Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera yang
selanjutnya disebut TP2-ABES merupakan tim yang
dibentuk melalui Keputrrsan Bupati Aceh Besar yang
bertugas rnr:iakukan pendampingan terhadap Program
Aceh Besar Sejahtera. \

$/
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8. Tim Koordinasi PRO-ABIIS Kabupaten adalah wadah
koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan dalam
wilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

ARAH I(trBIJAKAN PtrNANGGULANAN KBMISKINAN

Pasal 2

Arah Kebijakan Penanggulanan Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Aceh Besar.

BAB III

STRATEGI DAN PROGRAM ACEH BtrSAR SEJAHTtrRA

Bagian Kesatu

Strategi Aceh Besar Sejahtera

Pasal 3

Strategi Aceh Besar sejahtera dilakukan dengan:

a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

b. Meningkatkan k.emampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;

dan

d. Mensinergikan l<ebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Program Aceh Besar Se.jahtera

Pasal 4

Setiap Program Aceh Besar Sejahtera merupakan penjabaran dari arah
keb,ijakan Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Aceh Besar Sejahtera
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3.

U
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Pasal 5

(1) Program Aceh Besar Sejahtera terdiri dari :

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga,
bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan
beban hid.up, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

b. Kelompok program Aceh Besar Sejahtera berbasis pemberdayaan
masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan
memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat
dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip
pemberdayaan masyarakat;

c. Kelompok program Aceh Besar Sejahtera berbasis pemberdayaan
usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses
dan penguatan ekonomi bagi peiaku usaha mikro dan kecil; dan

d. Program-prograin lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak
langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat miskin.

(2) Penentuan penerima dan sasaran program Aceh Besar Sejahtera
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :

a. Basis Data Terpadu yang diterbitkan Kementerian/ Lembaga
Pemerintah Non Kementerian;

b. Hasil pendataan, verifikasi cian validasi faktual yang dilaksanakan oleh
Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera; dan

c. Hasil pendataan, verifikasi dan validasi faktual sebagaimana tersebut
pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengelola kelompok program Aceh Besar Sejahtera sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan program penanggulangan
kemiskinan; dan

e. Organisasi milsyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang
memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
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BAB VI

TIM PENDAMPINGAN PROGRAM ACETI BtrSAR SE IAHTBRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Program Aceh Besar Sejahtera dilaksanakan dengan men]rusun
kebijakan dan program yang bertujuzrn mensinergikan kegiatan
penanggulanan kemiskinan di berbagai kementerian/iembaga, serta
melakukan pengawasan dan pengendalian rialam peiaksanaanya.

(2) Untuk melaksanakan Program Aceh Bcsar Sejahtera sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), clibentuk Tim I'endampingan Program Aceh
Besar Sejahtera (TP2-ABtrS).

Bagian Kedua

Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera berada di bawah dan
bertanggungj awab kepada Bupati.

Pasal 8

Tim Penclampingart Program Aceh Besar Sejahtera bertugas:

a. Menlrusun kebijakan dan program Aceh Br:sar Sejahtera;
b. Melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data masyarakat penerima

program Aceh Besar Sejahtera";
c. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi

program-program penanggulatrgan kemiskinan di dinas terkait; dan
d. Melakukan pengawasan dan pengendalirrn pelaksanaan program dan

kegiertan Aceh Elesar Sejahtcra.

I
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Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 9

(1) Keanggotaan Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera terdiri
dari unsur Penaerintah Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan
Bupati.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Penanggungjawab : 1. Bupati Aceh Besar

b. Penasehat

2. Wakil Bupati aceh Besar

: Ketua : Ketua DPRK Aceh Besar;
Anggota : 1. Forum Komunikasi Pimpinan

Daerah
2. Majr:lis Permusyawaratan Ulama;
3. Dintrs Syariat Islam.

Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Aceh Besar;
Sekretaris : Kepalzr Pappeda
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial

2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Gampong;
5. Kepala Baitul Mal.

c. Koordinator

d. Pelaksana 1. Tim Pendamping Kabupaten;
2. Tim Pendamping Kecamatan;
3. Tim Pendamping Gampong;

(3) Tim Pelaksanil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan
honorarium dan tunjangan.

(4) Honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

clitetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, apabila dipandang perlu Tim Pendampingan
Program Aceh Besar Sejahtera dapat mengikutsertakan Camat dan/atau
unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

il
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Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 1 1

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendampingan Program Aceh Besar
Sejahtera dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat menjalankan fungsi administrasi, keuangan dan laporan
konsolidasi program.

(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera di tingkat Kabupaten.

(4) Sekretariat terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten yang dibentuk oleh
Bupati Aceh Besar dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HUBUNGAN KtrRJA DAN TATA KERJA

Pasal 12

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendampingan Program Aceh Besar
Sejahtera dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan
penanggulangan Kemiskinan.

(2) Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

(3) Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan
sumber daya manusia Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera
dilaksanakan dan diatur lebih ianjut melalui Standar Operasional
Prosedur yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Aceh Besar Sejahtera bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
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BAB VII

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pacla tanggal 25 September 2017 M

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 September 2017 M

5 Muharram 1439 H

SEKRBTARIS DAtrRAH /
I xauunArnN ACtrH BESAR, ,, 

Uru,(h(
ISKANDAR

BtrRITA DABRAH K-ABUPATEN ACEH BtrSAR'I}.HUN 2OT7 NOMOR 59

5 Muharram 1439 H

(roorr ACEH BESAR,?

MAWARDI ALI


